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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang  

Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi dimana tujuan utamanya bukan 

mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai 

perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang 



pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya. Koperasi sendiri mempunyai peranan 

yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai 

kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat 

yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia 

memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi di 

Indonesia.1 

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi, karena koperasi di dalam 

sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki 

kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan 

koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi 

khususnya permodalan.2 

Koperasi sebagai salah satu pelaku industri yang berbeda dengan yang lain, mempunyai 

tantangan tersendiri untuk menghadapi perdagangan bebas, baik dari sector gerakan maupun 

permasalahan internal maupun koperasi itu sendiri. Eksistensi gerakan koperasi sebagai suatu 

institusi ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi 

nasional sekaligus sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran 

koperasi harus terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan 

sekaligus dapat meningkatkan kegairahan berusaha di kalangan masyarakat dengan cara 

pembinaan yang intensif agar dapat tumbuh berkembang sehingga koperasi benar-benar 

mampu menunaikan peranannya menjadi soko guru perekonomian Indonesia.3 

 Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang pernah diperbarui 

menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, namun Mahkamah Konstitusi pada tanggal 

28 Mei 2014 Pukul 09.30 WIB hakim ketua Hamdan Zoelva membatalkan Undang-Undang 
																																																													

1 Tom Gunandi, 2008, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945, Bandung : Penerbit 
Angkasa, hlm. 349. 

2 Ibid., hlm. 350. 
3	Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian.	



Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian karena Undang-Undang tersebut berjiwa 

korporasi dan telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri 

khas Koperasi itu sendiri sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Undang-Undang yang baru harus memuat tentang inti arti sebuah koperasi dan tujuan 

koperasi sebenarnya, intinya adalah jati diri koperasi sesungguhnya harus dilaksanakan sesuai 

UUD 1945. Untuk menghindari kekosongan hukum maka Undang-Undang Nomor 25 tahun 

1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai terbentuknya 

Undang-Undang baru. Pengertian koperasi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum 

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”  

Adapun tujuan koperasi  diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 

Tentang Perkoperasian, 

“Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.” 

Koperasi sendiri dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan sektor 

usahanya,yaitu: koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi 

pemasaran. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk 

koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada 

para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya.  

Prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengolahan adil 

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (partisipasi anggota tersebut 



dalam koperasi). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian pendidikan 

koperasi dan kerja sama antar koperasi.4 Dalam koperasi sendiri sudah memiliki beberapa 

dasar hukumnya baik Undang-Undang Perkoperasian sendiri maupun dasar hukum mengenai 

perjanjian simpan pinjam. 

Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan asas kekeluargaan? Menurut Bung 

Hatta, “Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman 

Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup 

sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia,” Berdasarkan 

penjelasan Bung Hatta tersebut dapat diketahui bahwa secara langsung asas kekeluargaan 

memang identik dengan koperasi. Namun demikian, sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya, Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar bagi Perekonomian Indonesia karena Pasal 

33 UUD 1945 telah mengangkat jati diri koperasi itu sebagai asas Perekonomian nasional, 

maka badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta pun sesungguhnya memiliki 

kewajiban untuk mengamalkan asas tersebut.5 

Koperasi Karyawan Pusri adalah salah satu koperasi yang maju di Kota Palembang. 

Koperasi Karyawan Pusri itu sendiri terbentuk pada tanggal 20 Maret 1980 dan disahkan 

berdasarkan Badan Hukum Koperasi oleh Kanwil Koperasi Dati I Sumatera Selatan dengan 

nomor 002105/BH/XX tanggal 28 Agustus 1980. Koperasi ini memiliki Badan pengurus dan 

Badan pengawas, Badan Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, bendahara, 

dan Wakil Bendahara sedangkan, Badan Pengawas hanya terdiri dari Ketua dan Sekretaris 

saja. Dimana di dalam Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri Pasal 2 (dua): “ Koperasi 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan asas 

																																																													
4 M.Amin Aziz(Ed), 2010,  Koperasi dan Argoindustri prospek Pengembangan Pada PJPT II , Jakarta: 

Cides ppa Uq, hlm.18. 
5 Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi 

Indonesia”,Jurnal Konstitusi,Vol  9,No. 1, Maret  2012, hlm.50. 



kekeluargaan”. Pengamalan asas kekeluargaan oleh koperasi dapat ditelusuri antara lain 

dengan menyimak Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri. Setiap orang yang memiliki 

kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi itu.  

Dilihat dari Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri tersebut, terlepas dari 

kedudukan dan jabatannya setiap orang yang turut berperan memajukan koperasi pada 

dasarnya memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai anggota Koperasi Karyawan Pusri. 

Dengan demikian  menarik untuk diteliti apakah dalam prakteknya Asas kekeluargaan 

diterapkan dalam Koperasi Karyawan Pusri melihat dari Anggaran Dasar yang dimiliki oleh 

Koperasi Karyawan Pusri mengacu pada asas kekeluargaan. 

 Berdasarkan  uraian  di atas,  maka menarik  untuk  mengadakan  penelitian ilmiah  dan  

menuangkannya  dalam  bentuk  skripsi  yang  berjudul “ IMPLIKASI PENERAPAN 

ASAS KEKELUARGAAN DALAM KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI 

SIMPAN PINJAM DI KOPERASI KARYAWAN PUSRI”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi asas kekeluargaan dalam Anggaran Dasar Koperasi 

Karyawan Pusri? 

2. Bagaimana Implikasi penerapan asas kekeluargaan dalam kesejahteraan anggota  

Koperasi Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Pusri ? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penulisan mempunyai tujuan yang ingin dicapai untuk mencari kejelasan guna 

melengkapi pengetahuan yang diperoleh selama penelitian. Adapun tujuan dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk  mengetahui dan menganalisis implementasi asas kekeluargaan  dalam 

Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pusri . 



2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi penerapan asas kekeluargaan dalam 

kesejahteraan anggota  Koperasi Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan Pusri. 

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu: 

a) Manfaat  teoretis  

Penelitian ini  dapat  bermanfaat   untuk  pengembangan  ilmu  hukum  khususnya   

hukum  perdata  mengenai asas kekeluargaan koperasi simpan pinjam serta hukum  

perjanjian dalam koperasi simpan pinjam. 

b) Manfaat  praktis   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta 

tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti 

seperti: Pengelola/Pengurus Koperasi, Anggota Koperasi simpan pinjam, dan Pelaku 

Usaha. 

E. Ruang Lingkup 

  Dalam pembahasan mengenai permasalahan skripsi ini, penulis membatasi ruang 

lingkup permasalahan yaitu implementasi asas kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam 

di Koperasi Karyawan Pusri dan kendala-kendala dalam implementasi asas kekeluargaan 

dalam Koperasi Karyawaan Pusri. 

 

F. Kerangka  Teori 

 Teori yang digunakan dalam implementasi asas kekeluargaan dalam koperasi simpan 

pinjam khususnya di Koperasi Karyawan Pusri yaitu teori Hukum Pancasila dan teori Badan 

Hukum. 

1. Teori Hukum Pancasila 



 Teori hukum pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila sebaai landasan ontologis,epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum 

sebagai suatu struktur berdasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum Pancasila 

antara lain: 

a. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang 

bertentangan, menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga 

negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia. 

c. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum indonesia harus 

mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati kergaman dan kekayaan 

budaya bangsa. 

d. Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hubungan antara hukum dan 

kekuasaan, harus ilandasi nilai permusyawarahan, kebijaksaan dan hikmah. 

e. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban 

yang sama di depan hukum. 

 

2. Teori Badan Hukum  

 Teori badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan 

keberadannya sehingga disebut Legal entity. Badan hukum adalah subjek hukum yang 

pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan 

masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, 

sedangkan Badan usaha disini adalah badan usaha koperasi. 

 Prinsip koperasi berasaskan kekeluargaan merupakan esensi dari dasar kerja koperasi 

sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas jati diri koperasi yang membedakannya dari 



badan usaha lain. Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa 

menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga 

mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai 

dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. 

G. Metode  Penelitian 

1. Jenis  Penelitian  

 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memepelajari satu atau beberapa 

gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yag 

bersangkutan. 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis 

empiris merupakan penelitian hukum yang didukung oleh data lapangan melalui wawancara 

dengan anggota Koperasi Karyawan Pusri. Pada penelitian yuridis empiris, maka yang di 

teliti pada awalnya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, untuk 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap 

masyarakat.  

Penelitian deskriptif menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara 

detail. Dalam penelitian ini, peneliti memulai penelitian dengan desain penelitian yang 

terumuskan secara baik yang ditujukan untuk mendeskripsikan sesuatu secara jelas. 

Penelitian deskriptif biasanya berfokus pada pertanyaan”bagaimana(how)” dan 

“siapa(who)”(Bagaimana fenomena tersebut terjadi? Siapa yang terlibat didalamnya?). 

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan Konseptual 



   Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti 

pemikiran-pemikiran para ahli hukum atau doktrin-doktirn yang berkembang dalam ilmu 

hukum. Jadi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi asas kekulargaan 

dalam koperasi simpan pinjam di Koperasi Karyawan Pusri dan kendala-kendala dalam 

penerapan asas kekeluargaan dalam Koperasi Karyawan Pusri. 

b. Pendekatan Perundang-undangan 

   Pendeketan Perundang-undangan adalah merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dihadapi. 

c . Pendekatan Studi kasus  

   Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan data primer yang 

didapatkan dari hasil wawancara terhadap para responden. 

3. Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data-data  yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. 

Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan data-data yang meliputi data primer, dan data 

sekunder.  

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal 

adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder6. Lebih lanjut Peter 

Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, 

maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi data-data 

primer dan data-data sekunder. Data primer merupakan data yang bersifat autoratif, yang 

artinya mempunyai otoritas. Data-data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang 

																																																													
6 Abdul Kadir Muhammad,2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 

122. 
 



dimaksud data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, dan jurnal-jurnal hukum. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden 

dengan melakukan kegiatan observasi dilapangan dan wawancara dengan Bpk.Heru 

Dwi Susanto Bidang Pengembangan dan Usaha Anggota di Bidang Simpan Pinjam 

Koperasi Karyawan Pusri. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari beberapa bahan pustaka yaitu 

: 

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 

1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila. 

2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945). 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Simpan Pinjam oleh Koperasi 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, 

seperti peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian 

dan lain-lain bahan sekunder yang berhubungan. 

c. Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, 



ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian 

ini.7 

4.   Lokasi Penelitian 

  Kegiatan penelitian skrispsi ini akan dialakukan di Koperasi Karyawan Pusri yang 

bertempat dan berkedudukan di Komplek PT Pusri, Jalan Mayor Zen, Kelurahan Sei Selayur 

Kecamatan Kalidoni, Kota palembang. 

   Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan koperasi karyawan PT pusri merupakan 

salah satu koperasi yang maju di kota Palembang dan Untuk  mengetahui implementasi asas 

kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam dalam anggaran dasar Koperasi Karyawan Pusri 

dan implikasi penerapan asas kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam di koperasi 

karyawan pusri. 

5.  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data  dimaksudkan untuk memperoleh data dalam 

penelitian.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a. Studi Lapangan 

 Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan tujuan secara langsung ke lapangan 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

 

1. Observasi 

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap objek permasalahan yang diteliti. 

Pengamatan yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisi implementasi asas kekeluargaan dalam koperasi simpan 

pinjam dan kendala dalam menerapkan asas kekeluargaan dalam koperasi simpan 

pinjam di Koperasi Karyawan Pusri. 
																																																													

7 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 
hlm.52. 



2. Wawancara 

Wawancara ialah melakukan kegiatan tanya jawab dengan para responden. Adapun 

para responden yang akan diwawancarai oleh penulis adalah Bpk.Heru Dwi Susanto 

Bidang Pengembangan dan Usaha Anggota di Bidang Simpan Pinjam Koperasi 

Karyawan Pusri. 

a. Studi kepustakaan 

Dalam penyusunan skripsi ini, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca 

buku-buku yang berkaitan dengan asas kekeluargaan dalam koperasi simpan pinjam. 

6. Teknik Pengolahan Data  

Data Primer, data sekunder yang diperoleh penulis dari studi lapangan dan studi 

kepustakaan tersebut kemudian dijabarkan secara sistematis dan diolah dengan cara 

mengklasifikan data-data yang ada tersebut seusai dengan sub nya masing-masing, adapun 

data-data tersebut dilkukan validasi terlebih dahulu sebelumnya. 

7. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini mwnggunakan analasis data Deskriptif Kualitatif  teori kualitatif 

berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapat 

dilapangann kemudian dilakukan pengumpulan data mulai dari observasi hingga penyusunan 

laporan. 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulam  menggunakan metode 

induktif. Proses berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dari fakta atau data khusus 

berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Data hasil pengamatan disusun, diolah, dikaji, dan 

kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.8 

 
																																																													

8 Beni Ahmad Saebani,2008,Metode Penelitian Hukum, Jakata: Pustaka Setia, hlm. 112. 
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